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PUTUSAN
Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tgm

N :
P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir XXXX, 05 April 1987,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT
000/RW 000 Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Tanggamus (Rumah Bapak XXXX), Alamat Elektronik:
XX;

Penggugat ;
Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir XXXX, 06 Agustus 1985,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani,
bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 000/RW 000 Pekon
XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang nikahnya secara
Syariat Islam dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2005 di Pekon XXXX,

Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, tidak dihadapan pegawai
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pencatat nikah, dan dihadapan Penghulu bapak XXXX dengan wali nikah
Paman kandung yang bernama XXXXdan disaksikan 2 orang saksi yang
bernama XXXX dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 100.000.00
(seratus ribu rupiah);

2. Bahwa antara Penggugat dan suami Penggugat tidak ada hubungan
sesusuan dan tidak ada satupun masyarakat yang keberatan dengan
pernikahan tersebut, serta tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan
orang lain;

3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai saat ini belum
pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka
sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah di KUA
setempat, sedangkan Penggugat membutuhkan Pengesahan Nikah antara
Penggugat dan Tergugat untuk di jadikan alasan hukum untuk bercerai oleh
karenanya Penggugat mohon Penetapan Pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Tanggamus;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. XX, lahir di XXXX, pada tanggal 21 Juli 2006, Umur 17 tahun;

2. XX, lahir di XXXX, pada tanggal 30 Agustus 2013, Umur 10 tahun;
3. XX, lahir di XXXX, pada tanggal 17 April 2018, Umur 5 tahun;
Sekarang ketiga anak tersebut dalama asuhan Tergugat;

7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kediaman bersama di Pekon Limau kurang lebih 1 tahun 6 bulan,
setelah itu berpindah tempat tinggal lagi dirumah kediaman bersama di
Pekon XXXX kurang lebih 16 tahun atau sampai dengan berpisah pada
bulan Juni 2023;

8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, namun sejak bulan bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta bawaanya dan selalu
mengungkit apapun yang sudah diberikan kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat apabila bertengkar selalu berkata-kata kasar;
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9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Juni 2023, dengan sebab yang sama, karena sudah tidak tahan
dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pulang kerumah orang tuanya
sebagaimana alamat diatas, Sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah
kediaman bersama tersebut sebagaimana alamat diatas, Perpisahan
Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 9 bulan;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian yaitu pada
bulan Januari 2024, namun tidak berhasil;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi
bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin
lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik
bercerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan telah terjadi pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan
seorang laki-laki bernama (Tergugat) 05 Mei 2005 di Pekon XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus adalah sah menurut hukum;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat)

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka
selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1806114504870010 tanggal
14-10-2012 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon | NIK
1806111701110175 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 09-05-2018, yang
telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi kode
bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, XX XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XX, Pekon XX,

Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan

dengan Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara
Islam pada tanggal 05 Mei 2005 di rumah Penggugat di Pekon XXXX,
Kecamatan XXXX;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung yang bernama
XXXXdikarenakan Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal, dengan
disaksikan 2 orang saksi bernama XXXX dengan mas kawinnya berupa
berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
dibayar tunai serta ada ijab dan gobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan,
dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat
pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan
pihak lain;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
bersama di Pekon Limau, setelah itu berpindah tempat tinggal lagi
dirumah kediaman bersama di Pekon XXXX sampai dengan berpisah
pada bulan Juni 2023;

- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan menurut Agama
Islam, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini
dalam pengasuhan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak Maret 2023 mulai goyah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu
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mengungkit-ungkit harta bawaanya dan selalu mengungkit apapun
yang sudah diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang persitiwva
perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang

- Bahwa, dahulu baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu
lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa, keterangan saksi sudah cukup;

Saksi 2, XX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Pekon XXX, Kecamatan XXXX.,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai Paman kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara
Islam pada tanggal tahun 2005 di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung yang bernama
XXXXdikarenakan Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal, dengan
disaksikan 2 orang saksi bernama XXXXdengan mas kawinnya berupa
berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)
dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan,
dan Tergugat berstatus perjaka;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat
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pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan

pihak lain;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
kediaman bersama di Pekon XXXX sampai dengan berpisah pada
bulan Juni 2023;

- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan menurut Agama
Islam, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini
dalam pengasuhan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak Maret 2023 mulai goyah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menurut keterangan Penggugat yang
menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu berkata-kata kasar
kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta
bawaanya dan selalu mengungkit apapun yang sudah diberikan kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang persitiwva
perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang

- Bahwa, dahulu baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu
lagi sehingga lebih baik bercerai;

- Bahwa, keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik,
maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal
20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan permohonan Isbat Nikah Kumulasi
Cerai Gugat Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman
Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini
disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas
permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis
Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang
menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai
gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan
Agama dan merupakan kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama
Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak
pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah
berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar
bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak
berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di
Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan
dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah
mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan
dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara
Islam pada tanggal 15 Oktober 2001 di Kelurahan Baros Kecamatan Kota
Agung Kabupaten Tanggamus, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat
pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan
Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, dan antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak
Maret 2023, dengan sebab Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta bawaanya
dan selalu mengungkit apapun yang sudah diberikan kepada Penggugat dan
Tergugat apabila bertengkar selalu berkata-kata kasar sehingga Penggugat dan
Tergugat saat ini tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 9 bulan
lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat
nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang
perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti
permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara

Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk
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mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2
serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2., yang diajukan oleh Penggugat
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk fotokopi dan Kartu keluarga yang
bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut
telah  mXXXXuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh
pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto
Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik
yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah mXXXXuhi syarat
formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Tanggamus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan
kepala keluarga Sahrun, membuktikan bahwa Tergugat tercatat di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai kepala
dengan status hubungan dalam keluarga sebagai suami dari Penggugat, dan
bahwa anak bernama XX, XX, dan XX, tercatat dengan status hubungan dalam
keluarga sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil
permohonannya sepanjang menjelaskan tentang identitas dan status
kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat
nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,

yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan
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bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi,

serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan

secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan
permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan
dialami sendiri serta sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah mXXXXuhi
syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga para saksi
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu
sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil
permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi
tersebut telah mXXXXuhi ketentuan saksi dalam Pasal 307 dan Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan
pembuktian bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut
dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal
05 Mei 2005 di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nikah Paman
kandung yang bernama XXXXdikarenakan Ayah Kandung Penggugat
sudah meninggal;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Asep
Makmun dan Ujer, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000
(Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan gobul;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik
karena hubungan nasab, sXXXXda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat
sehingga tidak memiliki Buku Nikabh;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis

memberi pertimbangan sebagai berikut:
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Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 05 Mei 2005 tersebut telah mXXXXuhi syarat dan rukun pernikahan
Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019
tentang perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih sebagaimana terdapat dalam Kitab /'anah al-Thalibin Juz 2 halaman
304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi
sebagai berikut:

1SS a0 310l S B WU 131 Lk
Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa
dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika

perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya’.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah bersesuaian
juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat
tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari
perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Figih yang
tercantum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin Halaman 298 yang diambil alih

oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
hrg i) Caxd (gl LBy Jo diy Wb Sugd 130
Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan

itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan

itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin
hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab I'anah Al Thalibin juz IV
halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

AL 9 Jg U 0 Abg b g A SHBI sl o 2 S el B g

Jys
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Artinya : “Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan
harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan
syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Demikian juga pendapat Ulama figh dalam kitab As-Sirojul Wahhaj ‘ala
Matnil Minhaj juz- | halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim yang berbunyi:

TSI LS ol CoST1S 83 B AU 10 g

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik
perawan maupun janda yang telah baligh’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka
patut dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang
dilaksanakan pada 05 Mei 2005 di Pekon XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Tanggamus yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
pada permohonan itsbat nikah Penggugat diatas, sesuai ketentuan Pasal 73
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan
sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum
(legal standing) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah
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mXXXXuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175
R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya,

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat
Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara
perceraian adalah merupakan ketentuan lex specialist karena secara filosofis
keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang
kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai
dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan
keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk
perkara dan berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja,
namun sekarang / sejak Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dengan sebab Tergugat selalu mengungkit-ungkit harta bawaanya dan selalu
mengungkit apapun yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat
apabila bertengkar selalu berkata-kata kasar hingga akhirnya berpisah sejak/
selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/
didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah mXXXXuhi
syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat
dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk

menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
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e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;

¢ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi
sejak Maret 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus;

e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah
layaknya suami isteri sejak kurang lebih 9 bulan;

¢ Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
lagi hidup dan kumpul bersama layaknya suami isteri;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun,
namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan
tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah
tempat tinggal sejak kurang lebih 9 bulan dan selama berpisah Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi
dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati
Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya
dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan
kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil,
Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta
dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai
sebagai bentuk Kketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau
mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam

kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat,
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yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat
dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka
tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan
dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi
Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari
Tergugat merupakan jalan terbaik dan maslahah dari pada tetap
mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil
sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud
dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Figih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi
sebagai berikut:
Flall cder e piie il e
Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan’;
2. Pendapat ulama figh dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy yang
berbunyi sebagai berikut;
il oLl ads 3l g Gorall B8 pie el D)
Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak
maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an
pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
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lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah mXXXXuhi alasan
perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar
pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis
Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2
(dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990
tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena
Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-
pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan
Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada 05 Mei 2005 di Pekon XXXX,
Kecamatan XXXX, Kabupaten Tanggamus;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 8 mei 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah oleh lbrahim Lubis, S.HI.,, M.H
sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholig, Lc. dan Mohammad Agus
Budiawan, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 April 2024. Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rodiyati, S.Ag., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ibrahim Lubis, S.H.l.,, M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Engkos Saeful Kholiq, Lc. Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rodiyati, S.Ag., M.H.
Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
c. Redaksi ‘Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :Rp 10.000,00
2. Biaya Proses "Rp 75.000,00
3. Panggilan ‘Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan :Rp 200.000,00
5. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 555.000,00

Terbilang: (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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